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ABSTRAK 

 

PENGARUH FAKTOR POLITIK TERHADAP DISCRETIONARY ACCRUALS 

PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA 

 

 

Oleh 

Hilda Ratna Dewi 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa terdapat praktik 

discretionary accruals pada pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu juga untuk 

memperoleh bukti empiris bahwa faktor politik mempengaruhi pemerintah daerah di 

Indonesia dalam melakukan praktik discretionary accruals. Penelitian ini 

menggunakan analisis data panel random effects model (REM) sebagai alat analisis 

hipotesis dengan menggunakan software Eviews 10. Discretionary Accruals 

merupakan proksi yang digunakan dalam megukur manajemen laba pada Pemerintah 

Daerah di Indonesia dan diestimasi dengan menggunakan Modified Jones Model. Hasil 

penelitian menunjukkan Kepala Daerah Petahana (Incumbent) memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap discretionary accruals pada pemerintah daerah provinsi 

yang ada di Indonesia. Jadi, discretionary accruals pada pemerintah daerah dengan 

kepala daerah petahana (incumbent) lebih tinggi dibandingkan pada daerah dengan 

kepala daerah yang baru pertama kali dipilih. Semakin banyak kepala daerah petahana 

provinsi di Indonesia maka discretionary accruals semakin meningkat. Sedangkan 

Tahun Pilkada tidak memiliki pengaruh terhadap discretionary accruals pada 

pemerintah daerah provinsi yang ada di Indonesia sehingga H0 tidak ditolak. 

Kenaikan/penurunan discretionary accruals yang terjadi pada pemerintah daerah 

provinsi di Indonesia tidak dipengaruhi oleh tahun pilkada. 

 

Kata kunci: Discretionary Accruals, Incumbent, Tahun Pilkada, Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) 

  



ABSTRACT 

 

POLITICAL FACTORS ON DISCRETIONARY ACCRUALS OF LOCAL 

GOVERNMENTS IN INDONESIA 

 

 

By 

Hilda Ratna Dewi 

 

 

This research aims to collect empirical data that there is a practice of discretionary 

accruals of local governments in Indonesia. Furthermore, the aim is to collect 

empirical evidence that political factors influence Indonesian local governments’ 

employing discretionary accruals approach. This study uses panel random effects 

model (REM) panel data analysis as a hypothesis analysis tool using Eviews 10 

software. Discretionary Accruals is a proxy used in measuring earnings management 

in Local Governments in Indonesia and is estimated using the Modified Jones Model. 

The results showed that the Incumbent Regional Head (Incumbent) has a significant 

positive effect on discretionary accruals in provincial local governments in Indonesia. 

So, discretionary accruals in local governments with incumbent regional heads are 

higher than in regions with newly elected regional heads. The more incumbent 

provincial heads in Indonesia, the more discretionary accruals increase. Meanwhile, 

the election year has no effect on discretionary accruals in provincial local 

governments in Indonesia so that H0 is not rejected. The increase/decrease in 

discretionary accruals that occurs in provincial local governments in Indonesia is not 

influenced by the election year. 

 

Keywords: Discretionary Accruals, Incumbent, Election Year, Financial Statements of 

Local Government 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Earnings management merupakan studi pada sektor swasta yang sudah banyak 

dilakukan. Namun, earnings management di sektor publik masih sangat terbatas 

(Ferreira et al., 2020). Perilaku earnings management dapat terjadi dikarenakan 

banyak faktor penentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Cohen et al. (2019) 

salah satu faktor penentu earnings management adalah faktor politik terkait yang 

dapat berupa pemilihan ulang kepala daerah, tahun pemilihan dan pra-pemilihan 

serta ukuran pemerintah daerah. Akuntansi berbasis akrual dapat dikelola oleh 

pemerintah daerah. Dimana pengelolaan angka akuntansi ini dilakukan agar angka 

surplus/defisit mendekati nol (Pellicer et al., 2016). Di Indonesia, ini disebut dengan 

nama SiLPA/SiKPA yaitu selisih antara pengeluaran dan pendapatan, jika surplus 

maka positif dan jika defisit maka negatif. Pengelolaan angka akuntansi ini ditandai 

dengan adanya akrual yang tidak normal dan bisa disebut sebagai praktik 

discretionary accruals. Informasi yang disajikan cenderung dimanipulasi melalui 

praktik discretionary accruals oleh penyusun laporan keuangan jika mengacu pada 

perspektif keagenan. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan self-interest dari 

penyusun laporan keuangan tersebut. Self-interest yang dimaksud dapat berupa 

pencitraan, mendapatkan bonus, mendapatkan penghargaan atau bahkan 

menyembunyikan fakta (Bisogno & Donatella, 2021). 

 

Di Indonesia, akuntansi pemerintahan terus mengalami kemajuan dengan 

diberlakukannya peraturan yang baru mengikuti perkembangan aturan yang telah 
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ditetapkan oleh pemerintah. Seiring dengan reformasi New Public Management 

(NPM), desentralisasi fiskal pun ditetapkan di Indonesia sejak tahun 2001 tepatnya 

pada tanggal 1 Januari. Vinnari & Näsi, (2008) mengatakan PKPD atau 

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, mendorong prinsip-prinsip bisnis 

pada organisasi pemerintahan untuk digunakan tidak terkecuali akrual dalam basis 

akuntansi. Diawali dengan disahkannya Undang-Undang, tepatnya UU No. 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang PKPD 

atau Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan akrual 

dalam basis akuntansi yang diterapkan, diharapkan bisa memberi pandangan yang 

beragam akan keuangan publik dengan memasukkan dimensi-dimensi keuangan 

yang mengungkapkan kondisi keuangan dan kinerja keuangan entitas sektor publik 

(Hyndman & Connolly, 2011). 

 

SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah harus selalu menjadi dasar atas perubahan 

pada bidang akuntansi pemerintah. Pemerintah sebagai entitas baik pusat maupun 

daerah dalam menyusun laporan keuangannya ditetapkan dalam Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) yang merupakan peraturan daerah. SAP dibuat untuk bisa 

menjamin keberadaan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan 

keuangan negara diantaranya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (Putri et al., 

2021). Perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Indonesia telah melalui 

berbagai perkembangan aturan dan kebijakan. Baik pusat maupun daerah sudah 

mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara penuh sejak tahun 2015. 

Bias informasi dan masalah lain pada pemda tentunya akan menjadi dampak dari 
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peluang praktik manajemen laba (akrual) yang terbuka (Afiqoh, 2020; Lapsley et 

al., 2009). 

 

Salah satu maksud dari pelaporan keuangan yang utama pada pemerintah daerah 

diantaranya untuk memberikan sebuah informasi mengenai status dan kondisi 

finansial (Rivenbark & Roenigk, 2011). Selain itu, Schipper (1989) dan Jansen 

(2008) juga sepakat bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah juga 

menggambarkan informasi kinerja keuangan. Peraturan kepala daerah merupakan 

bentuk dari sistem serta kebijakan akuntansi yang disusun oleh pemda. Fleksibilitas 

tentu dapat meningkat dalam menentukan besaran angka-angka dalam sajian LKPD 

disebabkan hal ini. Terutama pada Laporan Operasional (LO) dan Neraca 

(Handayani et al., 2022). LKPD ini digunakan untuk menunjukan data kepada pihak 

internal maupun eksternal sebagai dasar kebijakan dalam mengambil keputusan. 

 

Laporan keuangan sendiri dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 

memiliki pengertian sebagai laporan terstruktur mengenai kondisi keuangan serta 

segala bentuk transaksi yang dijalankan suatu entitas pelaporan. Bertujuan untuk 

menyediakan informasi guna mengambil keputusan serta media akuntabilitas akan 

sumber daya lembaga pemerintah yang sudah dipercayakan. LKPD sangat erat 

kaitannya dengan lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat secara umum. Unsur-unsur ini 

merupakan pihak yang paling berkepentingan dengan LKPD sebagai bentuk 

tanggung jawab pemerintah atas kinerja mengenai Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah atau yang sering disingkat sebagai APBD yang tentunya telah 
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diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK selama periode (tahun) berjalan. 

Peraturan Daerah (Perda) yang telah mengatur anggaran di dalamnya merupakan 

“kontrak” antara eksekutif dan legislatif. Dimana eksekutif merupakan Pemerintah 

Daerah dan legislatif merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi 

tolak ukur dalam memberikan penilaian atas kinerja pemerintah daerah (Abdullah, 

2012). 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 58 Tahun 2005 mengenai PKD 

dinyatakan bahwa kepala daerah sebagai kepala pemerintah daerah merupakan 

pemegang kuasa untuk mengelola keuangan daerah yang karena jabatannya pula 

berwenang menyelenggarakan seluruh pengelolaan keuangan daerah. PKD 

merupakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan kewenangan yang terdapat 

dalam penyusunan laporan keuangan dalam penggunaan kebijakan akuntansi yang 

dibolehkan oleh standar memiliki implikasi sehubungan dengan praktik creative 

accounting ataupun earnings management (Beck, 2018; Cohen et al., 2019) 

Utamanya dengan discretionary accruals Ferreira et al. (2020). Diskresi yang 

dilakukan tentunya memengaruhi putusan yang akan diambil pengguna LKPD 

terutama DPRD yang merupakan lembaga legislatif dengan tugas pengawasan 

terhadap penyelenggaraan APBD (Abdullah et al., 2021) yang bisa memutuskan 

atau melakukan penilaian yang salah (keliru) sebagai akibat memanipulasi 

informasi atau fakta yang ada dalam LKPD. Terlebih DPRD tak mempunyai 

pengetahuan memadai dalam menganalisis akar maupun implikasi penyebab 

manipulasi tersebut (Abdullah et al., 2021). 
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Faktor manajemen yang bersifat oportunis dapat mempengaruhi kebebasan untuk 

membuat keputusan (diskresi) terkait akun akrual pada LKPD yang mengarah pada 

kegiatan menyamarkan pelanggaran atau ketidakpatuhan akan kebijakan akuntansi 

dengan maksud untuk mempengaruhi pemahaman stakeholders serta untuk 

memaksimalkan sumber daya (Pilcher, 2011) yang menyebabkan terdapat 

disimetrisme informasi antara pemerintah daerah dan pengguna LKPD. Oleh 

karena itu, discretionary accruals dapat memungkinkan manajer dan politisi untuk 

melakukan kebijaksanaan saat melaporkan pelaporan keuangan daerah berupa 

laporan aset dan kewajiban serta pengakuan pendapatan dan beban. Konsekuensi 

dari penerapan akuntansi akrual ini membuka jalan bagi penelitian empiris tentang 

manipulasi akuntansi dan earnings management pada sektor publik (Cohen, 2012). 

Penelitian mengenai earnings management telah menjadi topik yang cukup menarik 

untuk diteliti lebih lanjut terutama pada sektor publik di Indonesia yang bertujuan 

untuk memahami peluang dan insentif organisasi sektor publik untuk memanipulasi 

angka akuntansi. 

 

Dalam hal kepala daerah petahana (incumbent), kepala daerah yang baru 

menduduki jabatan selama 1 periode cenderung memiliki keinginan untuk 

mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya. Dengan mengasumsikan 

earnings management yang terjadi melalui discretionary accruals, kepala daerah 

diharapkan dapat mengambil hati masyarakat dan membuat citra dirinya semakin 

baik. Dengan begini, kemungkinan petahana akan terpilih kembali menjadi lebih 

besar. 
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Hasil analisis Cohen et al. (2019) memberikan bukti yang kuat mengenai 

keterlibatan pemerintah daerah dalam manajemen laba dan bahwa manajemen laba 

dipengaruhi oleh siklus pemilu. Maka dengan ini, faktor politik ikut terlibat menjadi 

faktor penentu manajemen laba dengan anggapan bahwa kepala daerah cenderung 

menumbuhkan sikap manajemen laba saat ingin dipilih kembali. Di Indonesia, 

pesta demokrasi besar-besaran akan terjadi pada tahun 2024 dimana untuk pertama 

kalinya pemilihan kepala daerah diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia 

secara bersamaan. Pada UU No. 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa jika kepala 

daerah yaitu bupati, walikota maupun gubernur ingin mencalonkan diri kembali 

pada pemilihan berikutnya, maka diwajibkan mengambil cuti selama masa 

kampanye (reses) jika jabatan belum berakhir. Namun jika jabatan sudah berakhir 

sebelum masa kampanye, maka kepala daerah akan didemisionerkan. Setelah 

didemisionerkan atau mengambil cuti, maka kepala daerah tersebut akan digantikan 

Plt (Pelaksana Tugas) Pjs (Pejabat Sementara) ataupun Penjabat (Pj) sampai masa 

pemilihan tiba. 

 

Penelitian mengenai earnings managements dan discretionary accruals yang 

terjadi di pemerintah daerah sudah banyak dilaksanakan pada beberapa negara 

diantaranya Australia oleh Pilcher (2011), Finlandia oleh Vinnari & Näsi (2008), 

oleh Pina et al. (2012) di Inggris. Negara yang sama oleh Arcas & Martí (2016), di 

Amerika Serikat oleh Beck (2018), di Italia dan Yunani oleh Cohen et al. (2019). 

Selain itu juga terdapat penelitian di Italia oleh Anessi-Pessina & Sicilia (2020), 

Donatella (2020) dan di Swedia Donatella & Tagesson (2021), serta Ferreira et al. 

(2020) di Portugal. Kendati demikian penelitian mengenai earnings management 
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ataupun discretionary accruals pada pemerintah daerah masih jarang dilakukan di 

Indonesia terutama yang melibatkan faktor politik didalamnya. Terdapat juga 

beberapa penelitian di Indonesia mengenai manipulasi akrual diantaranya oleh 

Gamayuni (2022); Rohman et al. (2018 dan 2019) dan Rohman (2016). Selain 

daripada itu, belum terdapat studi yang mengaitkan discretionary accruals pada 

pelaporan keuangan dengan dimensi penggunaan informasi dalam proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan kepala daerah, yang memiliki kepentingan 

politik sekaligus sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk penentu kebijakan 

pengelolaan keuangan publik di pemerintahan daerah. 

 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Cohen et al. (2019) dan Ferreira 

et al. (2020) yang meneliti pengaruh faktor politik pada negara Yunani, Italia dan 

Portugal terhadap earnings management yang diproksikan dengan DA atau 

discretionary accruals. Sedangkan dalam penelitian ini mencari bukti empiris 

mengenai faktor politik berupa pemilihan kepala daerah petahana (incumbent) dan 

tahun pilkada serta ukuran legislatif. Di Indonesia juga, penelitian mengenai 

discretionary accruals dan faktor penentunya masih sangat terbatas. Sehingga hal 

ini dapat menjadi gap research dan sangat relevan untuk diteliti. Berdasarkan 

penjelasan ini, maka judul penelitian dapat dirumuskan menjadi “Pengaruh 

Faktor Politik Terhadap Discretionary Accruals Pada Pemerintah Daerah di 

Indonesia”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang sudah dideskripsikan, masalah dalam penelitian 

ini pun dirumuskan dengan: 

1. Apakah praktik discretionary accruals terjadi pada pemerintah daerah yang 

ada di Indonesia? 

2. Apakah faktor politik yang diproksikan dengan kepala daerah petahana dan 

tahun pilkada mempengaruhi adanya praktik discretionary accruals pada 

pemerintah daerah yang ada di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah tersebut diatas yang sudah diidentifikasi. Dengan 

ini, penelitian ini memiliki tujuan berikut : 

1. Mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat praktik discretionary accruals 

pada pemerintah daerah di Indonesia. 

2. Mendapatkan bukti empiris bahwa faktor politik yang diproksikan dengan 

kepala daerah petahana dan tahun pilkada mempengaruhi pemerintah daerah di 

Indonesia dalam melakukan praktik discretionary accruals. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Harapan dari penelitian yang dilakukan ini adalah memberi kontribusi pada pihak 

yang memiliki kepentingan, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengonfirmasi teori pada penelitian ini yaitu 

public choice theory dan agency theory. Selain itu, penelitian ini diharapkan 



9 
 

dapat mengembangkan ilmu dan menambah pengetahuan serta memberikan 

kontribusi pemikiran peneliti dalam dunia akademisi dan pengembangan ilmu 

pengetahuan terkait discretionary accruals pada pemerintah daerah (pemda). 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Diharapkan, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan, evaluasi 

serta pertimbangan dan referensi pemerintah khususnya pemerintah daerah 

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta kebijakan-kebijakan 

terkait LKPD kedepannya. 

b. Bagi Akademisi 

Diharapkan, penelitian ini akan memperkaya literatur guna menjadi sumber 

inspirasi dan gagasan untuk pengembangan penelitian kedepannya dengan 

variabel terkait. Tujuannya agar penelitian tidak hanya memberikan manfaat 

di lingkup ekonomi, tetapi juga mampu bermanfaat pada berbagai bidang 

lainnya. Di samping itu, harapan dari penelitian ini adalah mampu 

mewujudkan peran akademisi sebagai agent of control yang mampu 

mengendalikan pemerintah dalam menjalankan peran semaksimal mungkin 

dengan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Public Choice Theory 

Public choice theory (teori pilihan publik) memperkenalkan gagasan bahwa proses 

demokrasi dapat dilihat sebagai pasar yang kompetitif yang agen operatifnya 

memiliki motivasi egois. Agen operatif yang dimaksud diantaranya adalah politisi, 

warga negara, pejabat publik dan kelompok kepentingan. Teori ini mengasumsikan 

bahwa politisi termotivasi untuk memaksimalkan suara untuk pemilihan ulang 

(Buchanan dan Tullock, 1962). Teori pilihan publik menganalisis dan memetakan 

perilaku individu (politisi, warga negara, dan lainnya) yang bertindak di sektor 

publik dengan hasil yang diamati. Dengan ini, teori pilihan publik mencoba 

menjelaskan dan memahami mengapa orang bertindak dan bagaimana entitas sektor 

publik beroperasi. Dapat dikatakan bahwa teori pilihan publik mengevaluasi 

interaksi antara individu dan hasil. 

 

Pendekatan positif yang diambil oleh teori pilihan publik mengemukakan, untuk 

memaksimalkan suara, seorang politisi termotivasi untuk memanipulasi kebijakan 

ekonomi demi keuntungan mereka sendiri. Teori pilihan publik menawarkan 

wawasan mengenai munculnya discretionary accruals di sektor publik dan motif 

politisi serta administrator publik untuk memanipulasi informasi akuntansi. Cara 

kerja pemerintah daerah dapat digambarkan sebagai industri antara “pembeli” dan 

“penjual” untuk memudahkan pemahaman mengenai filosofi dan motif dibalik teori 

ini (Boyne, 1997). Dapat disimpulkan bahwa terdapat konflik kepentingan antara 
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politisi dan pemangku kepentingan. Hal ini berdasarkan dua aspek penting 

mengenai teori pilihan publik yaitu aksioma kepentingan pribadi dan tekanan 

persaingan. Politisi akan mengejar kepentingan mereka sendiri daripada 

kepentingan publik berdasarkan aksioma kepentingan pribadi namun politisi juga 

termotivasi untuk bertindak demi kepentingan publik karena adanya persaingan 

politik. 

 

Konflik kepentingan sejalan dengan asimetri informasi yang menciptakan lahan 

bagi politisi untuk melakukan praktik discretionary accruals karena pihak yang 

berkepentingan disini yaitu politisi dan warga negara selaku pemegang hak suara 

akan mencoba memuaskan kepentingan masing-masing. Informasi akuntansi 

adalah faktor kunci yang berkontribusi terhadap pencapaian kepentingan baik 

politisi maupun pemilih (Guarini, 2016) dimana politisi akan mengejar pemilihan 

ulang, pemilih akan secara cermat mengawasi tindakan politisi untuk menilai 

apakah pencapaian tujuan kesejahteraan sosial telah terwujud. Studi yang dilakukan 

pada teori pilihan publik juga telah mengkonfirmasi adanya siklus anggaran politik 

di pemerintah daerah untuk mempromosikan pemilihan ulang (Ferreira et al., 2013). 

 

2.1.2 Agency Theory 

Agency theory (teori agensi) dikemukakan oleh (Jensen dan Meckling, 1976) yang 

memperkenalkan gagasan hubungan kerja antara principal dan agent. Agent yang 

dimaksud adalah yang menerima wewenang dan principal merupakan pihak yang 

memberi wewenang. Wujud relasi keagenan ini bisa digambarkan seperti hubungan 

antara pemerintah daerah dengan masyarakat (Arifianti et al., 2013). Dalam 
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hubungan keagenan, setiap yang berkepentingan akan mengambil tindakan yang 

dibuat untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Melalui peningkatan belanja 

publik, politisi dapat memperoleh hak suara pemilih, sementara kenaikan pajak 

yang terjadi diasumsikan akan membuat politisi kehilangan hak suara pemilih 

tersebut. Dengan demikian, terdapat kecenderungan untuk menghasilkan anggaran 

dengan defisit dan bagi politisi untuk terlibat dalam siklus ekonomi politik yang 

ditandai dengan peningkatan belanja publik pada periode sebelum pilkada dan 

diikuti oleh tekanan inflasi dan kebijakan restriktif pada tahun setelah pilkada, 

dalam rezim demokrasi (Ferreira et al., 2013). 

 

Teori keagenan merupakan pendekatan standar yang digunakan untuk mempelajari 

manajemen laba (Walker, 2013) dimana teori ini menyoroti potensi konflik 

kepentingan dan ketidakseimbangan informasi antara pelaksana (agent) dan 

pemilik (principal). Asumsi dasar teori ini pada dasarnya sama baik untuk sektor 

swasta maupun sektor publik, meskipun kompleksitasnya meningkat karena 

beberapa tujuan nirlaba dan banyak lapisan hubungan agensi antara pemilih dan 

politisi (Zimmerman, 1977). Menurut teori keagenan, informasi akuntansi 

digunakan baik oleh politisi (manajer), sebagai cara untuk membuktikan kinerja 

mereka sendiri, dan peserta lokal dalam proses politik (warga 

negara/pemilih/simpatisan) untuk memantau tindakan politik (Maher dan Keller, 

1979). 

 

Ferreira et al. (2020) mendukung hipotesis dengan teori agensi, dan berasumsi 

bahwa politisi termotivasi untuk terlibat dalam manajemen laba melalui upaya 
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membuktikan tingkat kompetensi yang unggul dengan tujuan dalam rangka 

pemilihan ulang. Dalam hal ini, politisi secara umum memanipulasi informasi 

akuntansi melalui discretionary accruals (manajemen laba) untuk menunjukkan 

kompetensinya dalam mengelola sumber daya publik pada pemerintah daerah. Oleh 

karena itu, dengan adanya konflik kepentingan antara politisi dan prinsipal, dapat 

dikatakan bahwa politisi memiliki motivasi yang cukup untuk terlibat dalam 

discretionary accruals pada LKPD. 

 

2.1.3 Discretionary Accruals 

Penelitian mengenai Discretionary Accruals (DA) dan/atau Earnings Management 

(EM) sudah mulai diadopsi pendekatan teoritisnya oleh peneliti publik. Dechow et 

al. (2010) dan Jones (2011a) menggunakan metode yang berbeda untuk menyelidiki 

topik ini dan menggunakannya pada sektor publik. Pemerintah diberikan 

keleluasaan dalam hal diskresi penerapan akrual dalam akuntansi yang 

dimaksudkan untuk membuat manajemen lebih mudah dalam menyiapkan laporan 

finansial (Watts & Zimmerman, 1978). Keadaan atau perkembangan politik dan 

ekonomi juga memacu pemerintah untuk beralih ke basis akrual dalam akuntansi 

(Rohman et al., 2018). 

 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan Nomor 217/PMK.05/2015 

menyatakan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) selaku entitas akuntansi dan 

pelaporan, di setiap proses penyusunan laporan keuangan nya telah menerapkan 

metode akrual. Badan Layanan Umum (BLU) adalah bagian dari sektor pemerintah 

baik daerah maupun pusat yang mengelola aset negara atau daerah tanpa pemisah. 
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Akuntansi yang dicatat dengan basis akrual merupakan pencatatan yang 

mendasarkan peristiwa (transaksi) ekonomi yang telah terjadi, meskipun kas belum 

diterima atau dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ini dapat memunculkan 

kewajiban di masa depan meskipun beban dikenakan di masa kini atau sekarang.  

Dengan menggunakan basis akrual dalam aspek-aspek laporan keuangan berupa 

aset, kewajiban, pendapatan dan beban serta aspek yang lain, kita dapat 

mengidentifikasi sejauh mana metode akrual diterapkan oleh pemerintah daerah 

dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. 

 

Discretionary accruals adalah kebijakan mengenai akuntansi yang memberi 

fleksibilitas pada manajemen dalam menentukan atau mengukur jumlah transaksi 

akrual dengan bebas atau leluasa. Metode ini dalam kata lain, memberikan 

kesempatan pada manajemen untuk mengubah atau memperbaiki surplus (defisit) 

selaras dengan keinginan atau harapan manajemen pemda. Secara konseptual, 

discretionary accruals berarti akrual dengan nilai yang disesuaikan oleh 

manajemen dalam kebijakan (diskresi). Hal ini pula, dipandang mempunyai 

korelasi atau hubungan terstruktur dengan faktor lain seperti total akrual, 

pendapatan piutang maupun aset tetap (PPE) pada pemerintah daerah. Tujuan akhir 

dari discretionary accruals adalah untuk memanipulasi angka laba (manajemen 

laba) pada sektor private, sementara di sektor publik bisa dikatakan sebagai 

pendekatan agar surplus (defisit) mendekati nol. 

 

Penggolongan laporan pendapatan pemerintah daerah melibatkan Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Laporan Realisasi 
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Anggaran merupakan pos pendapatan dimana semua penerimaan yang masuk ke 

dalam kas umum pemerintah dan menyebabkan peningkatan saldo anggaran di 

tahun anggaran tertentu, yang merupakan hak pemerintah dan tidak perlu 

dikembalikan. Sedangkan Laporan Operasional merupakan penambah ekuitas 

dalam periode anggaran dan merupakan hak pemerintah daerah yang diakui. LRA 

diakui dengan menggunakan basis kas dimana pencatatan dilakukan saat kas masuk 

atau keluar. Sedangkan LO diakui berdasarkan basis akrual. Discretionary accruals 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan berbagai motif 

sebagaimana telah dijelaskan pada teori pilihan publik dan teori keagenan. 

2.1.4 Faktor Politik 

Faktor politik pada penelitian ini diproksikan dengan kepala daerah incumbent dan 

tahun pilkada. Faktor politik merupakan hal-hal politik yang berdampak pada 

laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun terdapat faktor politik lain yang 

berhubungan dengan kinerja pemerintah, namun kepala daerah dan tahun pilkada 

merupakan faktor politik yang berkaitan paling erat dengan LKPD. Selain itu, 

proksi ini juga terukur serta data yang digunakan bisa didapatkan dengan jelas. 

 

Kepala daerah cenderung mencalonkan diri kembali pada pemilihan berikutnya, 

baik itu di daerah tersebut ataupun di daerah lain. Hal ini terjadi karena di UU 

Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 60  dijelaskan bahwasannya masa jabatan kepala 

daerah berlangsung selama 5 tahun baik itu bupati, walikota maupun gubernur serta 

tentunya bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama. 

Peluang kemenangan lebih tinggi daripada kandidat lain dalam pemilihan 

berikutnya dimiliki kepala daerah petahana (incumbent). 
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Faktor politik memainkan peran yang cukup krusial dalam menganalisis praktik 

discretionary accruals dalam pemerintah daerah. Terutama ketika berlangsungnya 

pilkada dan terdapat calon kepala daerah petahana (incumbent). Di Indonesia, 

pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama (fenomena nasional) namun dengan 

daerah yang bervariasi. Dengan kata lain, tidak serentak secara keseluruhan dari 

sabang sampai merauke pada tahun yang sama melainkan berbeda-beda. 

Discretionary accruals (DA) atau proksi dari manajemen laba ini dipengaruhi oleh 

banyak faktor, diantaranya tahun pemilihan, tahun pra-pemilihan, masa jabatan 

kepala daerah serta ukuran pemerintah daerah (Cohen et al., 2019). Kepala daerah 

petahana (politisi) cenderung melakukan praktik discretionary accruals sebagai 

kepentingan relatif implikasi kebijakan yang muncul saat pemilu terjadi. Baik 

sebelum, sesudah pemilihan maupun pada tahun pemilihan tersebut. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 

Sandra Cohen, 

Marco Bisogno 

dan Ioanna 

Malkogianni 

(2019). 

Earnings management in 

local government: the 

role of political factors. 

− Terdapat hubungan 

terbalik antara laba 

sebelum discretionary 

accruals dan discretionary 

accruals. 

− Manajemen laba lebih 

besar di kota dimana 

kepala daerah dipilih 

kembali (incumbent) 

daripada di kota dimana 

walikota dipilih untuk 

pertama kalinya. 
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− Tahun pemilu dan tahun 

pra-pemilu dapat 

mempengaruhi 

keberadaan perilaku 

manajemen laba. 

 

2 

Augusta 

Ferreira, João 

Carvalho dan 

Fátima Pinho 

(2013) 

Earnings management 

around zero : a 

motivation to local 

politician signalling 

competence. 

− Untuk menunjukkan 

kompetensi mereka yang 

tinggi, politisi lokal 

mencoba mengelola 

pendapatan sedemikian 

rupa untuk melaporkan 

pendapatan positif 

mendekati nol. 

− Manajemen laba dicapai 

melalui praktik akuntansi. 

− Politisi lokal yang 

menghadapi persaingan 

yang ketat cenderung 

melaporkan tingkat 

pendapatan yang lebih 

tinggi daripada persaingan 

yang lebih lemah. 

 

3 

Augusta 

Ferreira, João 

Carvalho dan 

Fátima Pinho 

(2020) 

Political competition as 

a motivation for 

earnings management 

close to zero: the case of 

Portuguese 

municipalities. 

− Untuk menunjukkan 

kompetensi mereka yang 

tinggi, politisi lokal 

mencoba mengelola 

pendapatan sedemikian 

rupa untuk melaporkan 

pendapatan positif 

mendekati nol. 

− Manajemen laba dicapai 

melalui praktik akuntansi. 

− Politisi lokal yang 

menghadapi persaingan 

yang ketat cenderung 

melaporkan tingkat 

pendapatan yang lebih 

tinggi daripada persaingan 

yang lebih lemah. 
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4 

Isabel Maria 

Garcia-

Sanchez, Noemi 

Mordan dan 

Beatriz 

Cuadrado-

Ballesteros 

(2014) 

 

Do electoral cycles 

affect local financial 

health? 

− Mengonfirmasi adanya 

siklus pemilu dalam 

kaitannya dengan 

kesehatan keuangan 

pemerintah daerah. 

5 

Pierre Donatella 

(2019) 

Is political competition a 

driver of financial 

performance 

adjustments? An 

examination of Swedish 

municipalities. 

 

− Penyesuaian kinerja 

keuangan yang dilaporkan 

meningkat seiring dengan 

persaingan politik jika ada 

pemerintahan mayoritas. 

 

6 

Enrico Guarini 

(2016) 

The day after: newly-

elected politicians and 

the use of accounting 

information. 

− Politisi pemerintah daerah 

Italia menggunakan 

informasi akuntansi untuk 

mempengaruhi opini 

publik dan untuk 

memenangkan keuntungan 

politik setelah pemilu 

ketika telah terjadi 

perubahan partai yang 

berkuasa. 

 

7 

Handayani, 

Darwanis, dan 

Syukriy 

Abdullah 

(2022) 

Determinan manipulasi 

akrual dalam pelaporan 

keuangan pemerintah 

daerah.  

− Ukuran pemerintah dan 

tekanan fiskal memiliki 

efek negatif pada 

manipulasi akrual. 

− Ukuran legislatif 

berdampak positif pada 

manipulasi akrual. 

− Manipulasi akrual tidak 

dipengaruhi oleh kapasitas 

fiskal. 
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8 

Media 

Kusumawardani 

(2012) 

Pengaruh size, 

kemakmuran, ukuran 

legislatif, leverage 

terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerah di Indonesia. 

− Size memberikan pengaruh 

pada kinerja keuangan 

pemda. 

− Kemakmuran tidak 

mempengaruhi kinerja 

keuangan pemda. 

− Ukuran legislatif 

mempengaruhi kinerja 

keuangan. 

− Leverage tidak 

mempengaruhi kinerja 

keuangan. 

 

9 

Abdul Rohman, 

Rochmawati 

Daud dan Arista 

Hakiki (2021) 

Pengaruh financial 

distress, idle cash, dan 

opini laporan keuangan 

terhadap pengelolaan 

SiLPA pemerintah 

daerah. 

− Financial distress ratio 

berpengaruh positif 

terhadap manajemen 

SiLPA. 

− Idle cash (SiLPA) 

memiliki efek positif 

terhadap manajemen 

SiLPA. 

− Opini laporan keuangan 

memiliki efek positif pada 

manajemen SiLPA. 

10 

Rindu Rika 

Gamayuni 

(2022) 

Motivation and 

abnormal accrual 

characteristics on 

financial statements of 

local governments in 

Indonesia. 

− Ada hubungan positif dan 

signifikan antara abnormal 

accruals dengan surplus 

deficit pada Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah di Indonesia. 

− Dengan motif pemberian 

informasi kinerja 

keuangan yang efektif dan 

efisien, pengelolaan data 

akuntansi (abnormal 

accruals) pada LKPD agar 

nilai surplus-defisit 

mendekati nol. 

− Tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara AA 
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dan AA untuk piutang, 

hutang dan leverage. 

11 

Fitra Dharma, 

Akhmad 

Syakhroza dan 

Dwi Martani 

(2022) 

Does the Social 

Assistance Budget 

Realization Affect 

Incumbents’ Votes? 

(Study in Indonesian 

Local Election) 

− Realisasi anggaran bansos 

berpengaruh positif 

terhadap suara petahana di 

pemilihan kepala daerah di 

Indonesia. 

− Persaingan politik 

melemahkan pengaruh 

anggaran bantuan sosial 

terhadap suara petahana. 

12 

Fitra Dharma 

(2023) 

Regional Heads’ 

Discretionary Spending 

in Local Government 

− Pilkada dengan kepala 

daerah yang ikut 

berpartisipasi berdampak 

positif terhadap 

peningkatan belanja 

bantuan sosial. 

− Pilkada yang diikuti 

Incumbent berpengaruh 

positif terhadap 

peningkatan belanja 

peralatan dan permesinan 

pemerintah daerah 

− Pilkada yang diikuti 

Incumbent tidak 

berpengaruh positif 

terhadap peningkatan 

belanja bangunan dan 

infrastruktur 

− Pilkada yang diikuti 

Incumbent berpengaruh 

positif terhadap 

peningkatan modal jalan 

irigasi dan belanja 

jaringan. 

 

Sumber: Data diolah oleh penulis dari beberapa referensi penelitian. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Terkait penelitian ini, berikut kerangka pemikiran yang dirumuskan: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Konseptualisasi pengaruh faktor politik dengan proksi dua faktor yaitu kepala 

daerah petahana dan tahun pilkada terhadap discretionary accruals pada daerah 

yang melakukan pilkada di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Hubungan 

positif yang diharapkan dari faktor politik terhadap discretionary accruals dapat 

terjawab saat komponen discretionary accruals sudah terdeteksi. Komponen 

discretionary accruals dapat terdeteksi dengan menghitung menggunakan rumus 

modified Jones dimana terdapat akun-akun akrual yang tidak normal. 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Kepala Daerah Petahana (Incumbent) Terhadap 

Discretionary Accruals 

Untuk memahami cara kerja pemerintah daerah terhadap masyarakat, dapat 

digambarkan sebagai industri antara “pembeli” dan “penjual” (Boyne, 1997). Hal 

ini sejalan dengan aksioma kepentingan pribadi dan tekanan persaingan dimana 

politisi akan mengejar kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan publik 

namun tetap termotivasi untuk bertindak demi kepentingan publik. Dengan dasar 

H2+ 

Discretionary 

Accruals 

(Y) 

Faktor Politik 

 

 

 

Tahun Pilkada (X2) 

Kepala Daerah 

Petahana (X1) 

H1+ 
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hal ini, disimpulkan bahwa ada konflik atau ketidakselarasan kepentingan antara 

politisi dengan pemangku kepentingan. Dengan adanya hal ini memungkinkan 

adanya perilaku discretionary accruals yang dipicu oleh kondisi yang 

memungkinkan. 

 

Berdasarkan teori pilihan publik (public choice theory) terdapat konflik 

kepentingan antara kepala daerah (politisi) dengan pemangku kepentingan seperti 

warga negara (pemilih) dan anggota legislatif. Didasarkan pada aksioma 

kepentingan pribadi, politisi akan mengejar kepentingan mereka sendiri dan 

termotivasi untuk bertindak demi kepentingan publik karena adanya persaingan 

politik. Teori agensi (agency theory) juga mengemukakan adanya korelasi kerja 

antara principal dan agent. Hal ini dapat digambarkan seperti hubungan antara 

pemerintah daerah dan masyarakat. 

 

Kualitas laporan keuangan sangat penting bagi penggunanya baik kepala daerah 

maupun pemangku kepentingan. Politisi bersedia menggunakan informasi 

akuntansi demi kepentingan mereka (Guarini, 2016) untuk mendapatkan dukungan 

pemilih. Sedangkan pemilih mengidentifikasi hasil kerja politisi khususnya kepala 

daerah salah satunya dari informasi akuntansi dalam hal kesejahteraan 

publik/sosial. Dengan demikian terdapat hubungan antara pemilihan ulang dengan 

discretionary power (distorsi) dalam keuangan pemerintah daerah (García-Sánchez 

et al., 2014). 
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Kepala daerah petahana (incumbent) merupakan kepala daerah yang sedang 

menjabat, artinya lebih mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya. Terutama 

petahana yang terpilih kembali atau sudah menjabat pada periode kedua dianggap 

memiliki posisi yang lebih baik untuk memanipulasi pendapatan untuk memenuhi 

tujuan mereka (Cohen et al., 2019). Kepala daerah petahana (incumbent) memiliki 

konsekuensi jika SiLPA/SiKPA terlalu tinggi maka akan mengarah pada kinerja 

mereka yang buruk. Hal ini relevan selama periode tekanan politik. Untuk 

menghindari hal ini, kepala daerah perlu mencari cara untuk melaporkan 

SiLPA/SiKPA mendekati nol (Ferreira et al., 2013). 

 

Penelitian oleh (Guarini, 2016) menyatakan bahwa kepala daerah terpilih baik itu 

petahana (incumbent) ataupun kepala daerah yang baru pertama kali dipilih 

memiliki motif tersendiri dalam menggunakan informasi akuntansi. Salah satunya 

adalah dalam konteks kepala daerah petahana dengan aksioma kepentingan pribadi 

dan persaingan politik yang sejalan dengan dengan public choice theory. Kepala 

daerah petahana (incumbent) berpengaruh positif pada earnings management 

dengan proksi discretionary accruals (Cohen et al., 2019). Juga didukung 

(Donatella, 2020) dengan menyatakan probabilitas penyesuaian kinerja keuangan 

meningkat dengan persaingan politik jika ada pemerintahan mayoritas. 

 

Penelitian ini menguji pengaruh masa jabatan periode kedua baik setelah terpilih 

maupun saat mencalonkan diri untuk periode kedua setiap kepala daerah atau yang 

sering disebut petahana (incumbent) terhadap discretionary accruals. Hipotesis ini 

didasarkan pada fakta yang sudah dijabarkan diatas. Oleh karena itu, kepala daerah 
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petahana (incumbent) berada dalam posisi yang lebih mungkin untuk dapat 

melakukan praktik discretionary accruals. Dengan dasar penjelasan tersebut, maka 

dapat diformulasikan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Kepala daerah petahana (incumbent) berpengaruh positif terhadap 

praktik discretionary accruals. 

 

2.4.2 Pengaruh Tahun Pilkada Terhadap Discretionary Accruals 

Pemilu dapat menjadi motif politisi untuk berperilaku oportunistik (García-Sánchez 

et al., 2014).  Kepala daerah petahana (incumbent) tentu saja berusaha menunjukkan 

hasil keuangan yang sesuai dengan harapan publik. Hal ini ditujukan tidak serta-

merta untuk kepentingan publik melainkan agar kepala daerah tersebut dipilih 

kembali. Di tahun-tahun politik ini, lawan politik juga berusaha menjatuhkan 

petahana dengan menggunakan informasi akuntansi (Guarini, 2016). Penggunaan 

informasi akuntansi sebagai isu yang berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan 

politik dalam kasus dimana partai/ideologi politik dalam jabatan (kepala daerah) 

berubah. Informasi akuntansi berperan dalam menyediakan amunisi untuk 

menyalahkan lawan politik dan untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

Penelitian terdahulu oleh (Cohen et al., 2019) menyatakan tahun pemilihan dan pra-

pemilihan berpengaruh terhadap discretionary accruals yang merupakan proksi 

earnings management. Sejalan dengan Cohen, (Ferreira et al., 2020) menyatakan 

bahwa pada tahun pra-pemilu earnings management sangat tinggi karena 

konfrontasi politik yang kuat. Khususnya selama pemilihan, politisi mungkin 

mengabaikan aturan akuntansi untuk mencapai tujuan politik tertentu (Guarini, 
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2016). Serta pada tahun politik, penyesuaian kinerja keuangan akan meningkat 

dengan persaingan politik. Persaingan antara partai yang memerintah dan oposisi 

menjadi pendorong penyesuaian ini (Donatella, 2020) yang mana ini terjadi pada 

tahun pilkada. 

 

Penelitian ini menguji pengaruh tahun pemilihan kepala daerah (pilkada) terhadap 

discretionary accruals. Dimana pada tahun politik ini, persaingan politik menjadi 

lebih ketat dan informasi akuntansi menjadi salah satu bagian (amunisi) yang 

digunakan lawan politik ataupun petahana. Hipotesis ini didasarkan pada fakta 

bahwa persaingan politik yang ketat akan membuat pemerintah daerah terutama 

kepala daerah petahana (incumbent) melakukan discretionary accruals untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dengan dasar penjelasan tersebut, maka dapat 

diformulasikan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H2: Tahun pilkada berpengaruh positif terhadap praktik discretionary 

accruals. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini mengembangkan model matematis dengan data berupa angka dari 

laporan keuangan yang merupakan penelitian kuantitatif untuk melihat angka 

discretionary accruals. Dokumen yang digunakan merupakan dokumen resmi 

sebagai sumber data sekunder yaitu LKPD untuk provinsi se-Indonesia. Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi seperti 

mencatat dan mengumpulkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang didapat 

melalui portal resmi https://e-ppid.bpk.go.id/. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Pemerintah provinsi yang melakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 

Indonesia sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 merupakan populasi pada penelitian 

ini. Terdapat 33 provinsi yang melakukan pilkada dengan waktu yang berbeda-

beda. Metode purposive sampling, salah satu metode pengambilan sampel non-

random dimana peneliti memilih sampel dengan menentukan karakteristik khusus 

yang sesuai digunakan pada penelitian ini. Teknik ini digunakan dengan harapan 

permasalahan penelitian dapat terjawab. 

Tabel 3.1 Pemilihan Kepala Daerah Provinsi di Indonesia 

No. Provinsi 

Tahun Pilkada 

2015 2017 2018 2020 
2024 

(akan datang) 

1 Aceh  ✓   ✓ 

2 Sumatera Utara   ✓  ✓ 

3 Sumatera Selatan   ✓  ✓ 

4 Sumatera Barat ✓   ✓ ✓ 

https://e-ppid.bpk.go.id/
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5 Bengkulu ✓   ✓ ✓ 

6 Riau   ✓  ✓ 

7 Kepulauan Riau ✓   ✓ ✓ 

8 Jambi ✓   ✓ ✓ 

9 Lampung   ✓  ✓ 

10 Bangka Belitung  ✓   ✓ 

11 Kalimantan Barat   ✓  ✓ 

12 Kalimantan Timur   ✓  ✓ 

13 Kalimantan Selatan ✓   ✓ ✓ 

14 Kalimantan Tengah ✓   ✓ ✓ 

15 Kalimantan Utara ✓   ✓ ✓ 

16 Banten  ✓   ✓ 

17 DKI Jakarta  ✓   ✓ 

18 Jawa Barat   ✓  ✓ 

19 Jawa Tengah   ✓  ✓ 

20 DI Yogyakarta      

21 Jawa Timur   ✓  ✓ 

22 Bali   ✓  ✓ 

23 Nusa Tenggara Timur   ✓  ✓ 

24 Nusa Tenggara Barat   ✓  ✓ 

25 Gorontalo  ✓   ✓ 

26 Sulawesi Barat  ✓   ✓ 

27 Sulawesi Tengah ✓   ✓ ✓ 

28 Sulawesi Utara ✓   ✓ ✓ 

29 Sulawesi Tenggara   ✓  ✓ 

30 Sulawesi Selatan   ✓  ✓ 

31 Maluku Utara   ✓  ✓ 

32 Maluku   ✓  ✓ 

33 Papua Barat  ✓   ✓ 

34 Papua   ✓  ✓ 

35 Papua Tengah     ✓ 

36 Papua Pegunungan     ✓ 

37 Papua Selatan     ✓ 

38 Papua Barat Daya     ✓ 

Total 9 7 17 9 37 

    Sumber: Data diolah (2023) 

 

Ciri-ciri khusus yang ditetapkan tersebut adalah Pemerintah Provinsi yang 

melakukan pilkada serentak sejak tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan 

sampel 33 entitas Provinsi yang berkriteria sebagaimana disebutkan sebelumnya 

dengan total 198 objek pengamatan. 
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3.3 Definisi Variabel 

3.3.1 Variabel Terikat (Y) 

Discretionary Accruals (DA) merupakan dependent variable (variabel terikat) pada 

penelitian ini. DA berarti kebijakan akuntansi dengan keleluasaan yang diberikan 

kepada manajemen dalam mengukur kuantitas transaksi akrual secara bebas atau 

fleksibel. Praktik discretionary accruals sendiri adalah upaya pengelolaan angka 

akuntansi yang dilakukan agar angka surplus/defisit mendekati nol dimana 

surplus/defisit (yang telah dikelola) dikurangi pendapatan sebelum dikelola 

(Pellicer et al., 2016). Pengelolaan akuntansi ini ditandai dengan adanya akrual 

yang tidak normal (Gamayuni, 2022). Di Indonesia, ini disebut SiLPA/SiKPA 

dimana jika surplus, maka angka akuntansi positif sedangkan jika defisit maka 

akuntansi negatif. Hal ini kemudian dikelola agar angka surplus/defisit mendekati 

nol (Ferreira et al., 2020). 

 

3.3.2 Variabel Bebas (X) 

Faktor Politik digunakan sebagai variabel bebas (independent variable) yang dilihat 

dari kepala daerah petahana (incumbent), tahun pilkada dan ukuran legislatif. 

Kepala daerah petahana (incumbent) yang dimaksud pada penelitian ini adalah 

kepala daerah provinsi atau yang disebut gubernur. Variabel kepala daerah petahana 

(incumbent) diproksikan dengan menggunakan variabel dummy yang akan diberi 

skor 1 pemerintah daerah dengan kepala daerah petahana (incumbent) yang dipilih 

kembali (sudah menjabat dua periode) dan mencalonkan diri (untuk kedua kalinya) 

jika provinsi tersebut melakukan pilkada pada tahun bersangkutan dan akan diberi 
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skor 0 pemerintah daerah dengan kepala daerah yang baru pertama kali dipilih 

(menjabat) dan tidak ada petahana yang mencalonkan diri jika pilkada. 

 

Tahun pilkada yang dimaksud pada penelitian ini adalah tahun pemilihan kepala 

daerah yaitu pemerintah provinsi yang melakukan pilkada pada tahun yang 

bersangkutan. Pemerintah provinsi di Indonesia melaksanakan pilkada serentak 

namun bervariasi. Artinya, dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia saat ini, sejauh 

ini belum pernah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara bersama-sama 

dalam tahun yang sama dan baru akan dilakukan pada tahun 2024. Untuk tahun 

pilkada akan diberikan skor 1 jika provinsi tersebut melakukan pilkada pada tahun 

itu dan skor 0 untuk provinsi yang tidak melakukan pilkada pada tahun yang sama. 

 

3.4 Pengukuran Variabel 

Tabel 3.2 Pengukuran Variabel 

Variabel Pengukuran 

Faktor 

Politik 

(X) 

Kepala Daerah 

Petahana (X1) 

Dummy Variable 

1 = Kepala daerah petahana (incumbent) yang sudah 

menjabat dua kali dan petahana yang mencalonkan 

diri kembali pada tahun tersebut. 

0 = Petahana periode 1 dan tidak ada petahana yang 

mencalonkan diri pada pemilihan di tahun tersebut. 

 

Tahun Pilkada 

(X2) 

Dummy Variable 

1 = Provinsi yang melakukan Pilkada pada tahun 

tersebut 

0 = Provinsi yang tidak melakukan Pilkada pada 

tahun tersebut 
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X1 & X2 (Cohen et al., 2019) 

Discre-

tionary 

Accruals 

(Y) 

a. Mengukur 

total akrual 

𝑻𝑨𝒊,𝒕 = 𝑬𝑿𝑩𝑰𝒊,𝒕 − 𝑪𝑭𝑶𝒊,𝒕 

Dimana: 

𝑻𝑨𝒊,𝒕  : Total akrual tahun t daerah i 

𝑬𝑿𝑩𝑰𝒊,𝒕 : Laba sebelum pos luar biasa (earnings 

before extraordinary items) pada tahun t 

untuk daerah i 

𝑪𝑭𝑶𝒊,𝒕 : Arus kas operasional tahun t daerah i. 

 

b. Menghitung 

nilai akrual 

yang 

diestimasi 

dengan 

persamaan 

regresi OLS 

(Ordinary 

Least Square) 

model Jones 

 

𝑻𝑨𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
= 𝜶𝟏 (

𝟏

𝑨𝒊,𝒕−𝟏

) + 𝜷
𝟏

(
∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏

−
∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏

) + 𝜷
𝟐

(
𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕 − 𝑻𝒂𝒏𝒂𝒉

𝑨𝒊,𝒕−𝟏

) + 𝒆 

 

Dimana: 

𝑻𝑨𝒊,𝒕 : Total akrual tahun t daerah i 

𝑨𝒊,𝒕−𝟏 : Total aset tahun sebelumnya 

∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕 : Pendapatan tahun t dikurangi pendapatan 

tahun t-1 daerah i 

∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕 : Piutang tahun t dikurangi pendapatan 

tahun t-1 untuk daerah i 

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕 : Aset tetap (PPE) tahun t daerah i 

𝒆 : Error term 

𝜶 : Koefisien regresi 

 

c. Menghitung 

non-

discretionary 

accruals 

 

𝑵𝑫𝑨𝒊,𝒕 = 𝜶𝟏 (
𝟏

𝑨𝒊,𝒕−𝟏

) + 𝜷
𝟏

(
∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏

−

∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏

) + 𝜷
𝟐

(
𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕 − 𝑻𝒂𝒏𝒂𝒉

𝑨𝒊,𝒕−𝟏

) 

 

Dimana: 

𝑵𝑫𝑨𝒊,𝒕 : non-discretionary accruals tahun t daerah 

i 

𝑨𝒊,𝒕−𝟏 : Total aset t-1 
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∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕 : Pendapatan tahun t dikurangi pendapatan 

tahun t-1 daerah i 

∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕 : Piutang pada tahun t dikurangi pendapatan 

pada tahun t-1 untuk daerah i 

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕 : Aset tetap (PPE) tahun t daerah i 

𝜷  : Koefisien regresi 

 

d. Menghitung 

discretionary 

accruals 

𝑫𝑨𝒊,𝒕 =
𝑻𝑨𝒊,𝒕𝟏

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
− 𝑵𝑫𝑨𝒊,𝒕 

Dimana: 

𝑫𝑨𝒊,𝒕 : discretionary accruals tahun t daerah i 

𝑵𝑫𝑨𝒊,𝒕 : non-discretionary accruals tahun t daerah 

i 

𝑨𝒊,𝒕−𝟏 : Total aset tahun sebelumnya 

Model Modified Jones yang dipakai oleh Cohen et al. (2019) dan Gamayuni (2022). 

Sumber : Dari berbagai jurnal (2023) 

Pengukuran variabel Y (dependent variable) membutuhkan perhitungan yang 

cukup mendalam, dimana hal ini akan memberikan jawaban mengenai adanya 

praktik discretionary accruals pada pemerintah daerah di Indonesia. Discretionary 

accruals sendiri memiliki arti kebijakan dalam akuntansi yang memberi sebuah 

keleluasan kepada manajemen pemerintah daerah dalam menyesuaikan angka 

akuntansi agar surplus/defisit mendekati nol. Adanya akrual yang tidak normal akan 

menjadi jawaban untuk rumusan masalah pertama yang terdapat pada penelitian ini 

untuk kemudian diteliti apakah faktor politik mempengaruhi adanya praktik 

discretionary accruals yang terjadi. 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Metode deskriptif yang menyajikan detail tentang data dalam penelitian. Analisis 

statistik berguna dalam menganalisis penilaian umum atas masing-masing variabel 

penelitian. Penggunaan analisis ini terbatas pada penyajian dan evaluasi data 

disertai perhitungan. Perhitungan dilakukan sebagai bentuk memperjelas keadaan 

ataupun karakteristik pada data bersangkutan mencakup data minimum, 

maksimum, rata-rata (mean) serta nilai deviasi standar (Ghozali, 2016) 

sebagaimana gambaran umum. 

 

Untuk menjawab dan membuktikan adanya praktik discretionary accruals pada 

pemerintah daerah di Indonesia maka dapat dilihat pada nilai discretionary 

accruals. Jika terdapat nilai discretionary accruals setelah perhitungan 

menggunakan modified Jones, maka dapat dipastikan praktik discretionary 

accruals terjadi pada pemerintah daerah tersebut. Discretionary accruals ditandai 

dengan akrual yang tidak normal dan dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu 

diantaranya faktor politik pada pemerintah daerah. 

 

3.5.2 Metode Pemilihan Model 

Dalam menentukan jenis model, digunakan uji Chow dan uji Hausman yang 

menjadi dasar penggunaan analisis panel. Digunakan Uji Chow dengan tujuan 

menentukan penggunaan model Common Effect atau model Fixed Effect. Penetapan 

penggunaan uji diambil dengan menolak H0 jika F hitung > F tabel atau jika nilai 

Probabilitas (Probability) < α. Penyimpulan dari penolakan H0 adalah bahwa 

Model Fixed Effect lebih baik daripada Model Common Effect. 
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Dalam penentuan model Fixed Effect atau model Random Effect digunakan Uji 

Hausman. Dengan hipotesis sebagai berikut: 

REM yang tepat sebagai model : H0 : E(τi | xit) = 0 

FEM yang tepat sebagai model : H1 : E(τi | xit) ≠ 0 

Keputusan untuk menolak H0 diambil dengan melihat perbandingan statistik Chi2. 

Jika chi2 hitung > chi2 tabel, maka H0 ditolak, dan penggunaan model yang tepat 

adalah Fixed Effect. Atau jika hasilnya sebaliknya, Random Effect akan digunakan. 

3.5.3 Uji Spearman dan Pearson 

Uji pearson adalah metode yang digunakan untuk menguji tingkat korelasi dengan 

menghitung koefisien korelasi Pearson (r) linier antara dua variabel. Sedangkan uji 

spearman adalah metode yang digunakan untuk menguji korelasi peringkat (rank) 

dengan menghitung koefisien korelasi Spearman (rs). Namun begitu, uji Pearson 

dan Spearman tetaplah berbeda. Selain jenis korelasi yang diuji, perbedaan lainnya 

adalah uji Pearson memerlukan asumsi distribusi normal. Jadi, jika variabel yang 

diuji tidak memenuhi asumsi distribusi normal maka uji Spearman digunakan. 

 

Dalam beberapa kasus meskipun data yang digunakan sama, kedua uji ini dapat 

memberikan data yang berbeda. Kendati begitu, metode ini tetap bisa dipakai 

bersama-sama untuk menguji korelasi antara dua variabel. Uji Pearson mencari 

hubungan linier yang kuat antara dua variabel dan Uji Spearman mencari hubungan 

antara dua variabel tanpa memperhatikan skala numerik dari variabel tersebut. Hal 

ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih menyeluruh mengenai hubungan 

antara dua variabel ini apabila data memenuhi asumsi distribusi normal. 
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3.5.4 Analisis Regresi Data Panel 

Digunakan metode analisis data panel (pooled data) pada penelitian ini untuk 

menguji dampak independent variable pada dependent variable. Data panel (pooled 

data) merupakan analisis yang mengkombinasikan deret waktu atau time series 

dengan kerat lintang atau cross section. Gujarati dan Porter (2012) menjelaskan 

model cross section dapat ditulis dengan seperti ini: 

𝒀𝒊 =  𝜷
𝟎

+ 𝜷
𝟏

𝒙𝒊 + 𝒆𝒊; 𝒊 = 𝟏, 𝟐, … … … 𝑵 

Dimana N merupakan jumlah data cross-section, sedangkan model time-series 

adalah: 

𝒀𝒊 = 𝜷
𝟎

+ 𝜷
𝟏

𝒙𝒊 + 𝒆𝒊; 𝒕 = 𝟏, 𝟐, … … … 𝑻 

 

Dimana T adalah jumlah data time-series. Dikarenakan data panel adalah gabungan 

dari kedua model (cross section dan time-series), maka modelnya adalah: 

𝒀𝒊 =  𝜷
𝟎

+ 𝜷
𝟏

𝒙𝒊𝒕 + µ𝒊𝒕; 𝒊 = 𝟏, 𝟐, … … … 𝑵; 𝒕 = 𝟏, 𝟐 … … … 𝑻 

Dimana : 

N = jumlah banyak observasi 

T = jumlah banyak waktu 

N × T = jumlah banyak data panel 

 

Maka model untuk penelitian ini adalah: 

𝑫𝑨𝒊,𝒕 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏_𝒚𝒆𝒂𝒓
𝒊𝒕

+ µ
𝒊𝒕

 

Dimana: 

𝑫𝑨𝒊,𝒕    : Discretionary Accruals pada tahun t untuk daerah i 
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𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏   : dummy variable dimana skor 1 untuk kepala daerah petahana 

yang mencalonkan diri kembali dan atau yang sudah menjabat 

dua periode dan skor 0 untuk kepala daerah periode pertama dan 

tidak ada calon petahana pada daerah yang melakukan pilkada 

pada tahun t untuk daerah i 

𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏_𝒚𝒆𝒂𝒓 : dummy variable dimana skor 1 untuk daerah yang melakukan 

pemilihan kepala daerah dan skor 0 daerah yang tidak melakukan 

pemilihan kepala daerah pada tahun t untuk daerah i 

𝜷
𝟎
     : Konstanta 

𝜷
𝟏

− 𝜷
𝟐
   : Koefisien Regresi 

µ𝒊𝒕     : Error term pada tahun t untuk daerah i 

Tiga macam analisis regresi data panel : 

1. Common Effect Model (CEM) 

Model sederhana yang mengintegrasikan semua data time series dengan data 

cross section, setelah itu dilakukan estimasi OLS (Ordinary Least Square). 

Common Effect Model mengasumsikan intersep dan kemiringan (slope) dari 

setiap variabel sama. Berlaku untuk semua entitas variasi. Atau hasil regresi 

dalam pengertian lain diasumsikan berlaku pada semua provinsi di semua waktu. 

Kelemahan dari model ini adalah karena perbedaan model dengan realitas 

(situasi sebenarnya). 

2. Fixed Effect Model (FEM) 

Model ini menyimpulkan bahwa perbedaan dasar antara individu dapat diatasi 

melalui variasi dari intersep, tetapi intersep antarwaktu adalah konstan (time 

invariant). Koefisien regresi tetap antarindividu dan antarwaktu merupakan 
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maksud daripada fixed effect. Intersep (nilai awal) untuk tiap individu 

merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan dikalkulasi serta dengan 

memasukan dummy variable pada umumnya. 

3. Random Effect Model (REM) 

Sebagai upaya menanggulangi kelemahan model Fixed Effect maka REM 

digunakan. Dimana dummy variable digunakan. Model ini menggunakan 

residual yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarindividu yang 

karenanya, model ini mengasumsikan setiap individu memiliki perbedaan 

intersep yang adalah random variable. Penggunaanya akan menyebabkan model 

diragukan serta mengurangi derajat bebas (degree of freedom). Hal ini akan 

mengurangi efektivitas atau kinerja dari parameter yang dikalkulasi. 

 

3.5.5 Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini terdapat tiga pengujian model regresi yang perlu dilakukan, 

ketiganya adalah uji statistik T, uji statistik F serta koefisien determinasi atau R-

Squared (R2). 

  

1. Uji Statistik T (Uji signifikansi parameter individual) 

Uji t dilakukan untuk mengestimasi koefisien regresi masing-masing variabel 

independen. Dengan demikian, pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dapat diketahui. Pengujian dari Uji T disimpulkan dengan apabila 

probabilitas t hitung > α, ini mengindikasikan bahwa variabel independen ke i tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya. 
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2. Uji Statistik F (Uji signifikansi) 

Selanjutnya, uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Apabila probability F hitung < α 

berarti variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.  

 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Setelah itu, uji koefisien determinasi (R2) yang dipakai untuk menghitung sejauh 

mana keragaman semua variabel independen yang menjelaskan variabel dependen. 

Dimana nilai koefisien determinasi ini berada antara 0 dan (0<R<1). 
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat 

praktik discretionary accruals pada pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu juga 

untuk memperoleh bukti empiris bahwa faktor politik mempengaruhi pemerintah 

daerah di Indonesia dalam melakukan praktik discretionary accruals. Analisis data 

panel REM digunakan pada penelitian ini sebagai alat analisis untuk menguji 

hipotesis dengan menggunakan software Eviews 10. Dengan hasil uji hipotesis 

variabel Kepala Daerah Petahana (Incumbent) dan Tahun Pilkada, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kepala Daerah Petahana (Incumbent) memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap discretionary accruals pada pemerintah daerah provinsi yang ada di 

Indonesia. Jadi, discretionary accruals pada pemerintah daerah dengan kepala 

daerah petahana (incumbent) lebih tinggi dibandingkan pada daerah dengan 

kepala daerah yang baru pertama kali dipilih. Semakin banyak kepala daerah 

petahana provinsi di Indonesia maka discretionary accruals semakin 

meningkat. 

2. Tahun Pilkada tidak memiliki pengaruh terhadap discretionary accruals pada 

pemda provinsi di Indonesia sehingga H0 tidak ditolak. Kenaikan/penurunan 

discretionary accruals yang ada pada pemda provinsi di Indonesia tidak 

dipengaruhi oleh tahun pilkada. 

3. Kenaikan dan penurunan DA ini terbukti pada angka DA yang diketahui 

setelah uji yang dilakukan. Sebagai contoh, pada Provinsi Nangroe Aceh 
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Darussalam, terdapat angka DA yang cukup rendah pada tahun Pilkada 

dibandingkan tahun lainnya dan DA mengalami peningkatan saat incumbent 

terpilih dan menjabat kembali. Hal ini membuktikan bahwa DA tidak 

dipengaruhi tahun pilkada namun incumbent yang menjabat dua periode 

terbukti meningkatkan angka DA. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada angka R2 yang hanya sebesar 2,9% 

dimana ini berarti faktor politik yang di proksikan dengan kepala daerah petahana 

dan tahun pilkada hanya menjelaskan sebesar 2,9% dari Discretionary Accruals 

sedangkan sisa nya dijelaskan oleh variabel lain. Selain itu alpha sebesar 10% yang 

digunakan sebagai tingkat kesalahan (error) juga menandakan adanya bias yang 

tinggi. Disamping itu, faktor Politik terbatas pada kepala daerah petahana dan tahun 

pilkada. Meskipun sudah menggambarkan faktor politik namun berdasarkan hasil 

pengujian statistik hanya variabel kepala daerah petahana (incumbent) yang 

memberikan pengaruh terhadap discretionary accruals. Keterbatasan lainnya 

adalah dalam penggunaan sampel incumbent yang terlalu bias apabila 5 tahun 

jabatan incumbent di periode kedua digunakan semua pada sampel penelitian 

sedangkan hasil uji menandakan bahwa tahun pilkada tidak berpengaruh terhadap 

discretionary accruals. 

5.3 Saran 

Dengan penelitian yang telah dilaksanakan, saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagi peneliti selanjutnya, pengambilan sampel disarankan untuk menambah 

jumlah dan periode (tahun) sampel atau mengganti sampel menggunakan 

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia terutama pada tahun 2024 

mendatang akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak ataupun 

dapat menggunakan sampel negara lain. Selain itu, dapat menggunakan 

variabel lain selain faktor politik yang lebih bisa menjelaskan discretionary 

accruals. Eror yang digunakan juga dapat ditingkatkan menjadi 5% dan untuk 

penggunaan sampel kepala daerah petahana, baiknya hanya dilakukan 

pengujian pada tahun pemilihan, pra-pemilihan dan post-pemilihan. Hal ini 

bertujuan untuk hasil penelitian yang lebih komprehensif dalam 

menggambarkan kenaikan/penurunan atau bahkan keterkaitannya dengan 

discretionary accruals itu sendiri. 

2. Bagi pemerintah, diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas informasi 

laporan keuangan, mengingat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

adalah salah satu indikator kinerja pada pemerintah yang dapat dipantau oleh 

masyarakat dan akademisi. Kemudian mengoptimalkan kebijakan-kebijakan 

terkait agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kedepannya 

3. Terkhusus bagi Universitas Lampung sebagai institusi/lembaga pendidikan 

diharapkan dapat menambah referensi. Baik jurnal penelitian maupun buku 

terbaru. Pengadaan buku ataupun jurnal secara fisik maupun dalam jaringan 

sebagai tindakan untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan informasi 

untuk penelitian. 
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